BAB Il

PENUTUP

A. Simpulan
Mengacu pada rumusan masalah dan hasil pembahasan di atas,
penulis menarik suatu simpulan, sebagai jawaban dari rumusan masalah
sebagai berikut: Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-
VII1/2010 keterangan saksi hearsay evidence dijadikan dasar
pertimbangan putusan oleh hakim sejauh Kketerangan saksi ada
relevansinya dengan perkara yang sedang berjalan dan sesuai dengan
keterangan saksi fakta dan alat bukti lain, tidak bisa berdiri sendiri. Saksi
hearsay evidence dapat disumpah, asalkan bukan saksi sebagaimana
dikecualikan dalam KUHAP. Prakteknya, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 65/PUU-VI11/2010 tidak hanya untuk kepentingan dari terdakwa
dan penasihat hukumnya, melainkan juga penting bagi penegakan hukum
pidana, karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil,
yaitu kebenaran yang sesungguhnya tentang siapa pelaku tindak pidana
yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi
pertanggungjawaban pidana.
B. Saran
Mengacu pada hasil simpulan, penulis memberikan saran, sebagai
berikut: Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat

Hukumnya ingin mengajukan saksi hearsay evidence baiknya hakim dapat
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menghormati dan mengabulkan permintaan itu sepanjang saksi yang akan
dihadirkan relevan dengan perkara yang sedang dijalani seperti yang tertulis
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VI11/2010. Hakim
tidak boleh menjadikan saksi hearsay evidence sebagai saksi yang berdiri

sendiri, harus ada alat bukti lain.
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